BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengelolaan Subak sebagai Warisan Dunia oleh Pemerintah Provinsi Bali
dapat dikatakan belum maksimal, karena sampai saat ini belum ada
kebijakan khusus terkait pengelolaan Subak sebagai Warisan Dunia.
Pengelolaan yang sudah dijalankan selama ini oleh Pemerintah Provinsi
hanya berupa pembentukan kebijakan di bidang Subak secara umum, dalam
melestarikan nilai-nilai kearifan lokalnya yaitu Peraturan Pemerintah
Daerah Nomor 9 Tahun 2012 tentang Subak, namun belum ada kebijakan
mengenai Subak sebagai Warisan Dunia. Kebijakan lainnya yaitu Peraturan
Pemerintah Daerah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pelestarian Budaya Bali,
namun tidak secara khusus menyinggung Subak. Dalam hal pelaksanaan
pengembangan Subak, Pemerintah Daerah berperan dalam memberi dana
hibah pada masing-masing Subak dengan jumlah yang telah ditetapkan
berdasarkan Peraturan Gubernur Bali yaitu sebesar Rp 50.000.000,-
/Subak/Tahun. Pengawasan terhadap penerapan kebijakan di lapangan
dirasa masih kurang. Pelanggaran yang terjadi pada zona inti Warisan
Budaya Dunia terkesan dibiarkan walau sudah pernah dilayangkan surat
peringatan.

2. Pemerintah Provinsi Bali belum menetapkan Subak Jatiluwih sebagai
Kawasan Cagar Budaya karena Subak yang dimaksud diakui menjadi

Warisan Budaya Dunia bukan hanya Subak Jatiluwih ataupun Subak saja,
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namun termasuk tempat suci (Pura), danau, hutan, sawah, dan daerah aliran
sungai yang merupakan satu kawasan yang terbagi dalam 5 kabupaten di
Bali. Jika dilakukan penetapan harus dengan penetapan skala nasional maka
harus dilakukan kajian yang lebih mendalam lagi. Subak tidak bisa
ditetapkan sebagai Kawasan Cagar Budaya karena Subak yang ada di Bali
mengandung unsur kebudayaan benda (tangible) sekaligus sebagai
kebudayaan tak benda (intangible) yang tidak bisa dipisahkan. Badan
Pengelolaan Warisan Budaya Dunia sedang dalam kajian untuk dibentuk
dan diharapkan mampu membuat kebijakan dalam pengelolaan Subak
sebagai Warisan Budaya Dunia dengan tetap menjalankan konsep Tri Hita

Karana sebagai bentuk kearifan lokal

B. Saran

1. Pemerintah Provinsi Bali membentuk kebijakan khusus yang mengatur
tentang pengelolaan Subak Sebagai Warisan Dunia terkait dengan
pelestarian konsep Tri Hita Karana sebagai nilai-nilai kearifan lokal
masyarakat Bali. Pemerintah Provinsi Bali dan/atau Pemerintah Kabupaten
Tabanan diharapkan lebih tegas lagi dalam pemberian sanksi terhadap
pelanggar kebijakan terkait pembangunan di zona inti kawasan Warisan
Budaya Dunia.

2. Pemerintah Provinsi Bali segera membentuk Badan Pengelolaan Warisan
Budaya Dunia sehingga ada kebijakan yang pasti untuk mengatur kawasan

yang menjadi kawasan Budaya Dunia, dan mendalami sistem serta
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kedudukan Subak yang berlandaskan konsep Tri Hita Karana sehingga
dapat ditetapkan sebagai Kawasan Cagar Budaya.

. Pemerintah beserta pihak terkait segera melakukan kajian untuk
mengusulkan Subak yang telah ditetapkan sebagai Kawasan Budaya Dunia
yang lingkupnya antar kabupaten, untuk ditetapkan menjadi Kawasan Cagar
Budaya peringkat nasional.

Krama Subak hendaknya lebih memperhatikan kelestarian Subak terkait
dengan nilai-nilai luhur yang tertanam di dalamnya, dan memperhatikan
kelestarian lingkungan daripada hanya mementingkan faktor ekonomi atau

keuntungan jangka pendek saja.
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Awig-Awig Forum Pekaseh Catur Angga Batukau
Tabanan, 2014

PEMBUKAAN
Om Swastyastu,
Forum Pekaseh Catur Angga Batukau terbentuk atas dasar kebutuhan 20 subak
yang termasuk dalam situs warisan budaya dunia untuk dapat mengelola subak
sebagai warisan budaya dengan dasar persepsi yang sama. Terkait hal tersebut
maka, para pekaseh yang berasal dari 20 subak dikawasan Catur Angga Batukau
menyusun kesepakatan yang tertuang dalam awig-awing Forum Pekaseh Catur
Angga Batukau.

Bab |
Nama dan Tempat Kedudukan

Pasal 1

Yang bernaung di dalam awig-awig ini adalah Forum Pekaseh Catur Angga
Batukau, beranggotakan 20 Pekaseh yang subaknya masuk ke dalam Warisan
Budaya Dunia (World cultural Heritage) di kawasan Catur Angga Batukau. Forum
ini berkedudukan sementara di Balai Banjar Wongaya Gede Kelod, Kecamatan
Penebel, Kabupaten Tabanan, Bali.

Bab 11
Azas/Landasan dan Tujuan
Pasal 2
Azas/ Landasan
1) Landasan Idiil : Pancasila

2) Landasan Konstitusionil : Undang-Undang Dasar 1945

3) Landasan Operasionil : Tri Hita Karana

Pasal 3

Tujuan

1) Menyamakan persepsi mengenai pengelolaan subak Catur Angga Batukau
sebagai situs warisan budaya Dunia.

2) Membangun kerjasama baik internal maupun eksternal untuk melestarikan
subak.
2
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3) Meningkatkan kesejahteraan para anggota subak dalam rangka mewujudkan
masyarakat adil dan makmur.

Bab 111
Tugas-Tugas Forum
Pasal 4
1) Tugas pokok Forum Pekaseh adalah :

a. Membangun komunikasi dan koordinasi internal pekaseh dan pihak eksternal
b. Bertanggung jawab atas pengelolaan Subak Catur Angga Batukau

c. Memastikan rencana pengelolaan subak berjalan dengan baik dan sebesar-
besarnya digunakan untuk kemakmuran para petani.

2) Pekerjaan/ tugas-tugas yang dibebankan oleh pemerintah yang berhubungan
dengan subak, baik yang bermanfaat langsung maupun tidak langsung.

Bab IV
Batas-Batas Wilayah dan Luas Areal
Pasal 5
1) Batas-batas wilayah Subak Catur Angga Batukau, yakni :

a) Sebelah Timur : Yeh Ho

b) Sebelah Barat : Yeh Ngigih

c) Sebelah Utara : Hutan

d) Sebelah Selatan : Bendungan Telaga Tunjung

2) Luas areal Subak di Kawan Catur Angga Batukau berjumlah ..... hektar dan tiap
kesatuan terdiri dari :

1. Subak Pancoran Sari................coco, 77 HA

2. Subak Jatiluwih..........cooieiiiiii 303 HA
3. Subak Anyar Sangketan................cccoeeiiiininn. 79 HA

4. Subak Sri Gumana.............cooeviiiiniiiii 87 HA

5. Subak Wongaya Betan................cccceeiiiii. 97 HA

6. Subak Puakan..............c..coii 92 HA

7. Subak Kedampal.................oooiiii, 90 HA

8. Subak Keloncing..............coooviiiiiiiiiiiiiiia. 79 HA
9. Subak Piling........coooieiiiiii 154 HA
3
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10. Subak Puring..........c.ocooiiiiiiiiiiiii 56 HA
11. Subak Tingkih Kerep...............coooiiii. 53 HA
12. Subak Penatahan.....................ooiiiiiiiiiinneni, 210 HA
13. Subak Bedugul..........ccooiiiiiiiii i, 119 HA
14. Subak Dalem...........cooiiiiiiiii e, 94,21 HA
15. Subak Pesagi......ccoooeviiiiiiiiiiiiiiiiiieeae 153,79 HA
16. Subak Piak........cooiuiiiiiiiiiiiiiiieee 178 HA
17. Subak Tengkudak...........cccceieiinininiiiiiiieee, 83 HA
18. Subak REJASA.......ccvruveieiriiiiiiiiesereeeee e
19. Subak Tegallinggah...........ccccocoiiiiiiiiiiice, 99 HA
20. Subak Sangketan.............cccoeveviiieiicic e 91 HA
Bab VvV

Keanggotaan Forum Pekaseh catur Angga Batukau

Pasal 6

1) Yang dapat menjadi anggota Forum Pekaseh Catur Angga Batukau adalah setiap
kesatuan subak yang subaknya masuk ke dalam Warisan Budaya Dunia (World
Heritage) di Kawasan Catur Angga Batukau yang terdiri dari 20 Subak, antara lain:

Subak Pancoran Sari Subak Tingkihkerep
Subak Jatiluwih Subak Penatahan
Subak Anyar Sangketan Subak Bedugul
Subak Sri Gumana Subak Dalem
Subak Wongaya Betan Subak Pesagi

Subak Puakan Subak Piak

Subak Kedampal Subak Tengkudak
Subak Keloncing Subak Rejasa
Subak Piling Subak Tegallinggah

Subak Puring Subak Sangketan



